
 

 

 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR  4  TAHUN 2022 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 81 TAHUN 

2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

   

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan peraturan 

perundang-undangan dan untuk mengakomodir kebutuhan-

kebutuhan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan 

dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Trenggalek 

Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sehingga 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang 

Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan penyesuaian; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 

tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Trenggalek; 

 

Mengingat:  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
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Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat  

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5248); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5421); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan 

Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek diubah, 

sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut: 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI TRENGGALEK NOMOR 81 

TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN BIAYA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TRENGGALEK. 

 

 
TABEL 

SATUAN BIAYA JASA 

 
2. JASA TENAGA KESEHATAN DOKTER DAN PERAWAT PEGAWAI TIDAK TETAP 

NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Jasa/Honorarium Dokter 
Puskesmas Standar    

OB 4.260.000,00  

2. Jasa/Honorarium Dokter PTT 
Daerah yang tidak diminati 

OB 4.010.000,00 

3. Jasa/Honorarium Perawat 

Ponkesdes 

OB 2.560.000,00 
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Tabel 1.6 

UANG PEMBINAAN DAN HADIAH LOMBA/KOMPETISI/KEJUARAAN 

 

 
NO 

 
JENIS 

 
KEJUARAAN 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

(Rp) 

 
KETERANGAN 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

  Besaran Uang 
Pembinaan 

Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 

  
 

 Juara I  Per kegiatan 3.000.000,00   

  
 

 Juara II  Per kegiatan 2.500.000,00   

  
 

 Juara III  Per kegiatan 2.000.000,00   

  
 

Juara 

Harapan I 
Per kegiatan 

1.750.000,00   

  
 

Juara 

Harapan II 
Per kegiatan 

1.500.000,00   

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

        Ditetapkan di Trenggalek 

        pada tanggal  16 Maret 2022 

         BUPATI TRENGGALEK, 

                        TTD 

        MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 16 Maret 2022 

   Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

               TTD 

        ANDRIYANTO 

 BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR  

Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
        

       AGUNG YUDYANA 
NIP. 19680524199703 1 001 

 


